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Kepastian hukum dalam penerapan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam
Kasus Tabrak lari yang berakhir damai.
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ABSTRACT

In the mode of a hit-and-run accident, the most essential thing

at the TKP (crime scene) is ignoring human responsibilities

because there is no concern or empathy to provide assistance

to victims. Hit-and-run cases are one of the serious problems

in the legal system in Indonesia. This phenomenon not only

causes casualties and material losses, but also challenges the

effectiveness of law enforcement and the implementation of

Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and

Transportation (UU LLAJ). According to previous research, it

IS not uncommon for several hit-and-run cases to end

peacefully without a satisfactory resolution, which creates

Article History; uncertainty in the implementation of the law that governs

Received them. This study aims to find out and analyze what are the

factors that cause many hit-and-run incidents in Indonesia and

the efforts of the police in enforcing the law against

perpetrators of hit-and-run crimes. Therefre, the research

produces a formulation of the problem discussed in this study,

(1) What influences the end of a hit-and-run case that ends

peacefully, including the roles of the perpetrator, the victim,

and law enforcement officials? (2) What is the role of Article

312 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and

Transportation (UU LLAJ) in dealing with hit-and-run cases

in Indonesia which ended peacefully? By using the Socio

Legal research method, it is possible for research to focus

more on aspects of justice that arise in the handling of hit-and-

run cases ended peacefully. This includes how victims' rights

are fulfilled, how justice is felt by the community, and whether

the implementation of Article 312 of the LLAJ Law can

provide justice for all parties involved. Thus, it can answer an

increase of awareness and responsibility of the perpetrators,

harmonization of legal interpretations among law enforcement

officials, and the need for a more holistic approach in dealing

with hit-and-run cases that victims' rights can be guaranteed
and justice can be achieved as a whole.
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ABSTRAK
— Dalam modus Kecelakaan tabrak fari hal yang sangat esensial

di TKP adalah pengabaian terhadap tanggung jawab dari sisi
kemanusiaan karena tidak ada kepedulian atau empati untuk
memberikan pertolongan terhadap korban, Kasus tabrak lari
merupakan salah satu permasalahan serius dalam sistem
perundang-undangan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya
menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil, tetapi juga
menantang efektivitas penegakan hukum dan implementasi
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Article History; dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Menurut penilitian
Received sebelumnya Tidak jarang beberapa kasus tabrak lari tersebut
berakhir damai tanpa penyelesaian yang memuaskan, yang
membuat ketidakpastian dalam penerapan hukum yang
Accepted megaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisis apa yang menjadi faktor penyebab banyak
terjadinya tabrak lari di indonesia dan upaya kepolisian dalam
menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak
lari. Sehingga penelitian menghasilkan rumusan masalah
yang akan dibahas dalam penelitian ini, (1) Apa yang
mempengaruhi akhir dari kasus tabrak lari yang berakhir
damai, termasuk peran pelaku, pihak korban, dan aparat
penegak hukum?. (2) Bagaimana peran Pasal 312 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (UU LLAJ) dalam menangani kasus tabrak
lari di Indonesia yang berakhir damai ?. Dengan
menggunakan metode penelitian Socio Legal, penelitian lebih
memungkinkan dapat lebih fokus pada aspek keadilan yang
muncul dalam penanganan kasus tabrak lari yang berakhir
damai. Hal ini termasuk bagaimana hak-hak korban dipenuhi,
bagaimana keadilan dirasakan oleh masyarakat, dan apakah
implementasi Pasal 312 UU LLAJ dapat memberikan
keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Sehingga
menghasilkan sebuah jawaban yang mencakup peningkatan
kesadaran dan tanggung jawab para pelaku, harmonisasi
interpretasi hukum di kalangan aparat penegak hukum, serta
perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam menangani
kasus tabrak lari agar hak-hak korban dapat lebih terjamin dan

keadilan dapat tercapai secara menyeluruh.

Revised

Kata Kunci : Kecelakaan lalu-lintas, Tabrak Lari, Pasal 312 UU
No.22 Thn 2009, Hak Korban




Pendahuluan

kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang terjadi di jalan raya atau lintas
yang melibatkan kendaraan bermotor dan/atau pejalan kaki, di mana satu
atau lebih kendaraan terlibat dalam tabrakan atau insiden yang
mengakibatkan kerugian atau cedera fisik, baik ringan maupun serius,
termasuk kematian. Kecelakaan lalu lintas umumnya melibatkan
kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, truk, atau bus, tetapi juga
dapat melibatkan pejalan kaki, sepeda, atau kendaraan lainnya.
Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk
pelanggaran aturan lalu lintas, kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi
jalan yang buruk, cuaca yang buruk, ketidak hati-hatian pengemudi,
kegagalan teknis pada kendaraan, atau faktor manusia lainnya.

Kasus tabrak lari merupakan salah satu permasalahan serius dalam sistem
perundang- undangan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya
menimbulkan korban jiwa dan kerugianmateriil, tetapi juga menantang
efektivitas penegakan hukum dan implementasi Undang- Undang Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU
LLAJ).(Pribadi & Maryana, 2020) Pasal 312 UU LLAJ menjadi landasan
hukum yang relevan untuk menangani kasus tabrak lari, namun
adakalanya kasus-kasus tersebut berakhir damai tanpa penyelesaian yang
memuaskan.

DATA LAKA LANTAS 2019-
2021 BERDASARKAN KECELAKAAN

TABRAK LARI
160,000
137,342
140,000
116,411
120,000
100,000 -
M 2019
80,000 -
M 2020
60,000 - W 2021

Jumlah Kecelakaan  Korban Mati (orang) Luka Berat (Orang) Luka Ringan (Orang)




Tabel 1Data kecelakaan tabrak lari di 2019-2021. Foto: Korlantas Polri

Dari tabel.1 menunjukan bahwasanya kasus tabrak lari yang berakhir
damai menunjukkanadanya tantangan dalam implementasi Pasal 312 UU
LLAJ. Tantangan ini bisa bersumber dari berbagai aspek, seperti
kurangnya kesadaran dan tanggung jawab para pelaku, keragaman
interpretasi hukum di kalangan aparat penegak hukum, serta faktor-faktor
lainyang dapat menghambat proses peradilan dan penerapan sanksi yang
tepat. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran dan
tantangan yang terkait dengan implementasi Pasal 312 UU LLAJ dalam
kasus tabrak lari yang berakhir damai.(Pidie et al., 2020) Selain itu,
penelitian ini juga akan melihat dampak sosial dan keadilan yang timbul
akibat berakhir damainya kasus tabrak lari. Penutupan kasus dengan
rekonsiliasi atau kesepakatan damai bisa membawa implikasi yang
kompleks dalam masyarakat dan sistem peradilan, terutama dalam hal
pemenuhan hak korban, efektivitas pencegahan tabrak lari di masa
mendatang, dan persepsi publik terhadap keadilan.(Anggraini et al., 2020)

Dengan menyorot peran dan tantangan implementasi Pasal 312 UU LLAJ
dalam kasus tabrak lari yang berakhir damai, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perbaikan sistem
perundang-undangan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan.(Tewu, 2016) Penelitian ini juga mengedepankan referensi
dari penelitian yang dilakukan praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan
masyarakat. Dikarenakan dalam meningkatkan kesadaran dan efektivitas
dalam menangani kasus- kasus tabrak lari dapat terlebihdahulu
menciptakan sistem hukum yang lebih adil, berkeadilan, dan berdampak
positif bagi keamanan jalan raya dan masyarakat secara
keseluruhan.(Hasaziduhu Moho, 2019)

Dalam hal ini, peran pemerintah menjadi sangat krusial dalam memastikan
pemulihan hakkorban atas kasus tabrak lari berjalan secara adil dan efektif.
Pemerintah memiliki peran untuk menyusun dan mengimplementasikan
kebijakan hukum yang tepat, memastikan penegakan hukum yang efisien
dan berkeadilan, serta memberikan perlindungan dan dukungan bagi
korban dan keluarga yang terdampak.(Nabla et al., 2022)

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat banyak tantangan dan hambatan
dalam pemulihan hak korban kasus tabrak lari. Beberapa tantangan
tersebut meliputi: (I Putu Yogi Mahardika Pratama Bismasanal, | Nyoman
Gede Sugia2, 2023) Kurangnya kesadarandan pemahaman masyarakat
tentang hak korban tabrak lari, Ketidakmampuan aparat penegak hukum
dalam mengidentifikasi dan mengejar pelaku tabrak lari, Lambatnya
proses peradilan dan hukuman yang tidak memadai bagi pelaku tabrak lari,
Terbatasnya dukungan dan pemenuhan hak korban oleh pemerintah,



termasuk akses ke layanan kesehatan, rehabilitasi, dan ganti rugi.

Oleh karena itu, peran pemerintah dalam pemulihan hak korban atas kasus
tabrak lari menjadi sangat penting. Penelitian ini akan menganalisis sejauh
mana peran pemerintah dalam memastikan pemulihan hak korban dan
mengatasi tantangan yang ada.(Agus Setiawan, 2017) Dengan memahami
peran pemerintah dan mengidentifikasi kendala yangdihadapi, penelitian
ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan sistem
perundang-undangan dan penegakan hukum terkait kasus tabrak lari.

Penelitian ini memuat dua rumusan masalah yang akan dibahas, pertama
peneliti akan lebih menonjolkan sisi subjek yang memuat (1) Apa saja
faktor-faktor yang mempengaruhiakhir dari kasus tabrak lari yang berakhir
damai, termasuk peran pelaku, pihak korban, dan aparat penegak hukum.
(2) Bagaimana Peran Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dalam menangani
kasus tabrak lari di Indonesia yang berakhir damai.

Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhir dari kasus tabrak lari yang
berakhir damai, termasuk peran pelaku, pihak korban, dan aparat
penegak hukum.

2. Peran Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dalam menangani kasus tabrak
lari di Indonesia yang berakhir damai.

Metode

Peneliti menggunakan metode socio legal karena memungkinkan peneliti
untuk memahami hukum dalam konteks sosial yang lebih luas. Ini
melibatkan penelusuran faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik
yang dapat mempengaruhi implementasi hukum dan respons masyarakat
terhadapnya. Dengan demikian, peneliti

dapat melihat bagaimana hukum beroperasi dalam praktik sehari-hari.
Karena Metode socio legal memungkinkan analisis tentang apakah hukum
telah mencapai tujuan yang diinginkan, dan sejauh mana efeknya dalam
memengaruhi tingkah laku dan pandangan masyarakat. Sehingga
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan
mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan sudut pandang individu dan
kelompok terkait dengan hukum.(Fuad, 2021)

Dengan begitu Metode socio legal memungkinkan peneliti untuk
memahami kasus tabrak lari dengan lebih komprehensif. Selain
menganalisis aspek hukum dari Pasal 312 UU LLAJ,pendekatan ini juga
mempertimbangkan faktor-faktor sosial, seperti perilaku pelaku, persepsi
masyarakat, dan reaksi lembaga peradilan.(Banakar, n.d.) Dengan



demikian, penelitian akan dapat melihat gambaran keseluruhan tentang
peran Pasal 312 UU LLAJ dalam kasus tabrak lari yang berakhir damai.
Hal ini termasuk bagaimana hak-hak korbandipenuhi, bagaimana keadilan
dirasakan oleh masyarakat, dan apakah implementasi Pasal312 UU LLAJ
dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena
itu Dengan menggunakan metode socio legal, penelitian tentang peran
Pasal 312 UU LLAJ dalam menangani kasus tabrak lari yang berakhir
damai akan memberikan kontribusi penting dalam pemahaman dan
perbaikan sistem hukum dan sosial terkait masalah ini.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi
kebijakan yang konkrit dan berbasis bukti untuk meningkatkan peran
pemerintah dalam pemulihan hak korban, memperkuat perlindungan bagi
korban dan keluarga, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum
terhadap pelaku tabrak lari.(Kirana et al., 2023) Dengan demikian, upaya
untuk mengurangi kasus tabrak lari dan memastikan keadilan bagi para
korban dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Hasil Dan Pembahasan

Faktor-faktor yang mempengaruhi akhir dari kasus tabrak lari yang
berakhir damai, termasuk peran pelaku, pihak korban, dan aparat
penegak hukum.

Dalam kasus tabrak lari yang berakhir damai, peran pelaku menjadi kunci
dalam penyelesaian akhir kasus. Pelaku tabrak lari berpotensi untuk
bertanggung jawab secara perdata dan pidana atas tindakannya. Dalam
penyelesaian damai, pelaku harus memahami pentingnya mengakui
kesalahan dan tanggung jawab atas perbuatannya serta bersedia mencapai
kesepakatan dengan pihak korban. Selain bertanggung jawab atas
tindakannya, pelaku tabrak lari juga dapat berperan dalam mencegah
terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Dengan memberikan
pengalaman dan pelajaran dari kejadian yang dialaminya, pelaku dapat
berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan keselamatan berlalu
lintas di masyarakat.

Meskipun hal itu bisa dikarenakan kondisi jalan yang buruk, tidak terawat,
atau tidak memadai dapat menyebabkan kecelakaan. Cuaca buruk seperti
risiko hujan deras, kabut tebal, atau amgin kencang dapat mengurangi
visibilitas dan meningkatkan kecelakaan. Ketidak hati hatian atau
Kesalahan pengemudi, Kesalahan pengemudi seperti tidak mematuhi
larangan lalu lintas, mengemudi dalam keadaan mabuk atau terkena obat-
obatan, mengemudi dengan kecepatan berlebihan, atau tidak
memperhatikan kondisi jalanyang dapat menyebabkan kecelakaan. Faktor
kendaraan meliputi Kerusakan atau kegagalan pada kendaraan seperti rem
yang tidak berfungsi, ban yang kempis, atau lampu yang mati dapat



menyebabkan kecelakaan. Faktor manusia lainnya Selain kesalahan
pengemudi, faktor manusia lainnya seperti ketidak adanya perhatian,
kelelahan, atau penggunaan telepon seluler saat mengemudi juga dapat
menyebabkan kecelakaan.(Ahmad Hariri, 2014)

Namun seorang pelaku tabrak lari harus bersedia untuk membayar
kompensasi ataurestitusi kepada korban dan pihak yang terdampak akibat
tabrak lari. Kompensasi ini meliputi biaya medis, perbaikan kendaraan,
dan ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh
korban.(Febriani Wardojo, 2018) Hal ini melibatkan keterlibatan dalam
mediasi atau pertemuan dengan pihak korban dan pihak lain yang
terdampak, serta berdiskusi mengenai akibat dari tindakan tabrak lari yang
telah dilakukannya. Pengakuan ini merupakan langkah awal untuk
memulai proses rekonsiliasi dan restorasi.(Sahti, 2019)

Selain peran pelaku, peran dari pihak korban dalam kasus tabrak lari
memainkan peran penting dalam penyelesaian akhir yang damai. Mereka
memiliki hak untuk meminta ganti rugi dan pemulihan hak-hak lainnya
yang timbul akibat tabrak lari. Dalam proses penyelesaian damai, pihak
korban harus diberi kesempatan untuk menyampaikan tuntutan mereka
dan berpartisipasi aktif dalam negosiasi dengan pelaku.(Elizabeth Novita
Putri Dewatayani Sarmento & Dewi, 2022) Selain itu sebagai korban
tabrak lari, pihak korban memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum
terhadap pelaku. Tuntutan ini mencakup permintaan ganti rugi atas
kerugian fisik, materiil, dan immateriil yang dialami akibat tabrak lari.

Salah satu peran penting pihak korban dalam penyelesaian kasus tabrak
lari adalah mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami.
Kompensasi ini meliputi biaya perawatan medis, rehabilitasi, perbaikan
kendaraan, dan ganti rugi atas hilangnya pendapatan atau kemampuan
kerja. Melalui peran aktif pihak korban dalam penyelesaian kasus tabrak
lari, diharapkan proses pemulihan dan rekonsiliasi dapat berlangsung
dengan lebih baik. Keadilan bagi pihak korban menjadi tujuan utama
dalam penyelesaian kasus ini, dan melalui partisipasi dan pengakuan hak-
hak korban, upaya untuk mewujudkannya dapat tercapai.(Vinola et al.,
2022)

Selain peran pihak pelaku dan korban dalam penyelesaian kasus
kecelakaan tabrak lari, terdapat juga beberapa cara penyelesaian hukum
yang dapat dilakukan untuk menjawab dari kasus tabrak lari. Diantaranya
jalah :

Mediasi: Salah satu cara penyelesaian akhir kasus tabrak lari yang berakhir
damai adalah melalui mediasi. Mediasi melibatkan pihak ketiga netral
yang membantu pelaku dan korban mencapai kesepakatan damai dengan
berdiskusi dan mencari solusi bersama. Mediasi dapat mencakup



pembicaraan tentang ganti rugi, pertanggungjawaban, dan permintaan
maaf.(Ambarwati & Purwanto, 2023)

Rekonsiliasi: Konsep rekonsiliasi juga bisa menjadi bagian dari
penyelesaian akhir kasus tabrak lari yang damai. Rekonsiliasi
mengharuskan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan dan saling
menerima untuk menciptakan hubungan harmonis dan mengakhiri
konflik. Proses rekonsiliasi melibatkan upaya untuk memahami
pandangan dan perasaan masing-masing pihak serta memberi kesempatan
bagi kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan.(Amin et al., 2020)

Pertimbangan Hukum: Dalam penyelesaian akhir kasus tabrak lari yang
berakhir damai, aparat penegak hukum harus mempertimbangkan keadilan
bagi kedua belah pihak. Ini termasuk mengevaluasi tuntutan korban, bukti,
dan dampak dari tindakan pelaku. Pertimbangan hukum harus didasarkan
pada prinsip-prinsip keadilan dan integritas hukum.(Mahalia Septiana,
2019)

Pengampunan: Dalam beberapa kasus, pengampunan atau grasi dapat
menjadi pilihan dalam penyelesaian akhir kasus tabrak lari. Pengampunan
berarti memberikan pengertian penuh dan mengakhiri tuntutan hukum
terhadap pelaku. Namun, pengampunan harus dipertimbangkan dengan
hati-hati dan tidak boleh mengabaikan kepentingan korban dan
masyarakat.(SUPARJO, 2022)

Penerapan Undang-Undang: Penyelesaian akhir kasus tabrak lari yang
berakhir damai harus selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Proses hukum harus transparan dan sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan undang-undang lain yang
terkait.

Dari ke lima cara penyelesaian, salah satu aspek penting dalam
penyelesaian akhir kasus tabrak lari yang damai adalah memberikan
kompensasi dan restitusi kepada pihak korban. Kompensasi meliputi
pembayaran ganti rugi untuk biaya medis, perbaikan kendaraan, dan
kerugian materiil lainnya.(Efendil et al., 2022) Restitusi berarti
memulihkan hak-hak korban yang terdampak akibat tabrak lari.

Keterlibatan masyarakat juga dapat menjadi faktor penting. Masyarakat
harus didorong untuk mendukung proses rekonsiliasi dan memberikan
dukungan bagi korban serta pelaku yang bertanggung jawab. Selain
penyelesaian akhir kasus, peran pemerintah dan aparat penegak hukum
juga harus memperkuat upaya pencegahan kasus tabrak lari di masa
mendatang. Edukasi dan kesadaran tentang hukum lalu lintas dan akibat
tabrak lari harus ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih memahami



pentingnya patuh pada aturanlalu lintas dan tanggung jawab saat terlibat
dalam kecelakaan.(Siregar, 2020)

Peran Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dalam menangani kasus tabrak
lari di Indonesia yang berakhir damai.

Kasus tabrak lari yang masih marak terjadi di Indonesia bisa disebabkan
oleh beberapa faktor hukum dan non-hukum. Beberapa pengemudi
mungkin tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan berkendara dengan
kurang bertanggung jawab. Mereka mungkin mengabaikan kewajiban
hukum mereka untuk tetap berada di tempat kejadian kecelakaan dan
memberikan bantuan kepada korban. Selain itu, kesadaran sosial terhadap
dampak buruk dari tabrak lari terhadap korban dan masyarakat secara
umum juga dapat mempengaruhi perilaku pengemudi.(Sakkirang, 2008)

Dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur tentang tindakan tabrak
lari atau kecelakaan yang diikuti dengan melarikan diri oleh pelaku
kecelakaan. Berikut adalah kutipan dari Pasal tersebut :(The Republic Of
Indonesia, 2009)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam keadaan
mabuk, dipengaruhi obat atau narkotika, atau tidak dapat mengendalikan
Kendaraan Bermotor dengan baik yang menyebabkan Kecelakaan Lalu
Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
sengaja, pidana yang dijatuhkan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Jika Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan luka berat, pidana yang dijatuhkan paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah).

Jika Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan luka ringan, pidana yang dijatuhkan paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam keadaan
mabuk, dipengaruhi obat atau narkotika, atau tidak dapat mengendalikan
Kendaraan Bermotor dengan baik yang menyebabkan Kecelakaan Lalu
Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat



(1) dan lari dari tempat kejadian perkara sebelum petugas Kepolisian tiba di
tempat kejadian perkara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta
rupiah).

Dalam definisi kecelakaan lalu lintas sendiri penting untuk menyoroti
bahwa kecelakaan tersebut melibatkan adanya insiden atau tabrakan yang
mengakibatkan kerugian atau cedera. Bukan hanya sekadar insiden kecil
yang tidak mengakibatkan konsekuensi serius. Selain itu, kecelakaan lalu
lintas juga dapat mencakup situasi di mana kendaraan keluar dari kendali
atau terperosok tanpa melibatkan tabrakan dengan kendaraan lain atau
objektertentu. Definisi kecelakaan lalu lintas ini penting dalam konteks
penelitian, hukum, dan upaya pencegahan, karena memungkinkan
pemahaman yang jelas tentang kejadian yang melibatkan kendaraan
bermotor dan/atau pejalan kaki yang mengakibatkan kerugian atau
cedera.(Dicky W. Kinontoa2 Max Sepang3, 2022)

Pasal ini menegaskan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tabrak
lari yang menyebabkan kematian atau luka pada korban, tergantung pada
tingkat keparahan konsekuensi kecelakaan yang terjadi. Pada dasarnya,
jika seseorang terlibat dalam tabrak lari yang menyebabkan kematian
orang lain, dapat dikenai pidana penjara maksimal 6 tahun atau 12 tahun
jika perbuatan itu dilakukan secara sengaja.

Namun, dalam prakteknya, ada beberapa kasus di mana kasus tabrak lari
berakhir damai di Indonesia. Hal ini bisa terjadi jika pihak korban atau
keluarga korban menyetujui sebuah kesepakatan atau ganti rugi dari
pelaku tabrak lari, dan dengan demikian, mereka tidak melanjutkan upaya
hukum atau pengaduan terhadap pelaku ke polisi atau pengadilan. Hal ini
biasanya terjadi di luar proses hukum dan disebabkan oleh berbagai faktor,
termasuk pertimbangan secara pribadi, keamanan, atau perjanjian antara
kedua belah pihak.(Wicaksana & Rachman, 2018)

Dalam beberapa kasus tabrak lari yang berakhir damai di indonesia.
Diantaranya pernah dilakukan oleh muhammad luthfi selaku pengendara
mobil yang menabrak sepeda dikawasan harmorni, jakarta pusat pada hari
sabtu tanggal 5 November 2022. Sempat menjadi buronan polda metro
jaya, namun diakhirnya pelaku luthfi dengan korban berinisia YS sepakat
untuk berdamain dan tak melanjutkan proses hukum.(Reza Agustian,
2022). Kasus lainya juga terjadi klaten, jawa tengah yang menimpa
pengemudi motor bernama Aprian M Yusuf (23) dengan melibatkan
pelaku pengendara mobil plat merah bernama Nur Susanto (51). Ayah
korban, Purwanto sudah sepakat untuk tidak menyelesaikan perkara
tersebut di pengadilan, sehingga nantinya akan diserahkan kepadaurusan
diluar pengadilan.(Syaugi, 2023)
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Dari dua kasus tersebut jelas beda dengan posisi jika sang pelaku berhenti
dan bertanggungjawab. Namun dalam kasus tersebut para pelaku sempat
melarikan dan mengindahkan sebuah undang-undang yang berlaku.
Terdapat juga beberapa kasus yang tabrak lari yang hingga saat ini belum
mendapatkan kejelasan. Diantaranya ialah yang dialami oleh Achmad
Fauzan, seorang lelaki asal jakarta barat yang ditabrak oleh mobil boks
ekspedisi. Kasus tersebut sudah berjalan sebulan tapi pelaku tersebut
belum ditemukan hingga sekarang meskipun polisi sudah menatapkan
pengemudi mobil boks tersebut sebagai Daftar Pencarian Orang
(DPO).(Tazkia Royyan Hikmatia, 2023)

Perlu diingat bahwa upaya hukum adalah penting dalam menegakkan
keadilan dan tanggung jawab hukum. Jika Anda atau seseorang yang Anda
kenal terlibat dalam sebuah kasus tabrak lari atau kasus kecelakaan
lainnya, disarankan untuk berkonsultasi dengan pengacara atau pihak
berwenang yang kompeten untuk mendapatkan bantuan hukumdan
informasi yang tepat mengenai hak-hak Anda dan proses hukum yang
berlaku.(Anisarida & Santosa, 2019) Meskipun ada undang-undang yang
mengatur tabrak lari, penegakan hukum bisa menghadapi berbagai
hambatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum
termasuk minimnya bukti, keterbatasan sumber daya, dan ketidaktepatan
atau ketidaktelitian dalam proses investigasi dan pengumpulan bukti oleh
pihak berwenang. Sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia
mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia,
teknologi, dan infrastruktur, yang dapat mempengaruhi kemampuan
mereka untuk mengatasi kasus tabrak lari dengan efektif.(Dermawan,
2020)

Untuk mengatasi maraknya kasus tabrak lari, diperlukan langkah-langkah
komprehensif yang mencakup peningkatan penegakan hukum, kesadaran
hukum dan sosial, serta penguatan sistem hukum dan penegakan hukum
secara keseluruhan. Pendidikan tentang pentingnya patuh terhadap aturan
lalu lintas dan konsekuensi hukum dari tabrak lari jugadapat membantu
mengurangi insiden semacam itu.(Lubis, 2018) Selain itu, peran aktif
masyarakat, media, dan organisasi masyarakat sipil dalam mendorong
kesadaran danakuntabilitas juga penting untuk menciptakan lingkungan
yang lebih aman di jalan raya.

Pihak berwenang, termasuk kepolisian dan aparat hukum terkait, harus
mengambil langkah-langkah tegas dalam penegakan hukum terhadap
kasus tabrak lari. Ini termasuk meningkatkan patroli di jalan-jalan,
menggunakan teknologi canggih untuk mengidentifikasi pelaku, dan
menyediakan pelatihan khusus bagi petugas untuk menghadapi kasus
tabrak lari dengan efektif.(Pramita et al., 2020) Melalui evaluasi, perlu
dipertimbangkan untuk menguatkan sanksi bagi pelaku tabrak lari. Jika
sanksi yang ada terbukti tidak cukup memberikan efek jera, peningkatan
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sanksi pidana dan denda mungkin perlu dipertimbangkan untuk
mengurangi angka tabrak lari.

Perlu juga untuk dapat Menciptakan mekanisme yang memastikan
perlindungan bagikorban dan saksi tabrak lari, sehingga mereka merasa
aman untuk melaporkan insiden tersebut kepada pihak berwenang dan
memberikan kesaksian di pengadilan. Dengan memanfaatkan teknologi
canggih, seperti kamera lalu lintas, CCTV, dan sistem pelacakan
kendaraan, untuk membantu mengidentifikasi dan menangkap pelaku
tabrak lari. Selain itu juga pendidikan dan kampanye kesadaran publik
harus ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya
aturan lalu lintas dan bahaya tabrak lari. Kampanye ini dapat dilakukan
melalui berbagai media, termasuk iklan, seminar, dan acara edukasi di
sekolah-sekolah.(Khairunnisa, 2023)

Namun Perlu dicatat bahwa upaya mengatasi maraknya kasus tabrak lari
bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat hukum semata, tetapi
juga melibatkan partisipasiaktif dari masyarakat dan seluruh pemangku
kepentingan untuk menciptakan kesadaran dan kedisiplinan dalam berlalu
lintas. Penegakan Hukum yang Adil dan Cepat juga harus memastikan
penanganan kasus tabrak lari dilakukan secara adil dan cepat untuk
memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya perasaan
bahwa pelaku dapatlolos dari hukuman.

KESIMPULAN

Pasal 312 UU LLAJ memiliki peran penting dalam mengatur sanksi
hukum bagi pelaku tabrak lari. Pasal ini menentukan hukuman pidana bagi
pengemudi yang terlibat dalam tabrak lari yang menyebabkan kematian
atau luka pada korban. Pasal ini menekankan tanggung jawab pengemudi
untuk tetap berada di tempat kejadian kecelakaan, memberikan bantuan
kepada korban, dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak
berwenang. Pasal 312 UU LLAJ memberikan landasan hukum bagi pihak
berwenang, termasuk polisi dan pengadilan, untuk menangani kasus tabrak
lari dan memberlakukan sanksi yang sesuai kepada pelaku.

implementasi Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam
kasus tabrak lari yang berakhir damai dapat disebabkan oleh beberapa
aspek, Kurangnya kesadaran hukumpelaku terkait konsekuensi hukum dari
tabrak lari dan tanggung jawab, Penegakan hukumkasus tabrak lari bisa
menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya bukti atau kesaksian
yang dapat digunakan untuk membuktikan kasus ini, dan keterbatasan
sumber daya yang tersedia bagi pihak berwenang.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya kolektif dari pihak
berwenang, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk
meningkatkan kesadaran hukum dan sosial, meningkatkan penegakan
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hukum, memberikan perlindungan bagi korban dan saksi, serta
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus
tabraklari.
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